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MK PUTUS PERMOHONAN PILKADATOLIKARA BURU

SARMIDAN KEPULAUAN SANGIHE

Jakarta, 3 April 2017 - Mahkamah Konstitusi akan me inulus gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP)
kepala daerah 2017 untuk Kabupalen Tollkara, Kabupaten Buru, Kabupaten Sarini, dan Kabupaten Kepulauan
Sangihe SIdang PIeno pengucapan putusan tersebut dilaksanakan pada Senin (314) inulai puku1 14.00 WIB. Sidang
putusan in I digelar seielah sebelumnya MK menyelesaikan dua Iahapan persidangan yailu pemeriksaan pendahuluan
dan mendengarkan jawaban KPU dan pihak jerkaiibagi masing-masing permohonan

Rangkaian persidangan uniuk memeriksa keempal permohonan Ini dimulai sqak Kamis (1613) hingga Jumat (1713)
dengan agenda pemenksaan pendahuluan. Dalam persidangan pendahuluan. MK memeriksa persyaraian formil dan
materil gugaian masing-masing Pemohon. baik mengenai pemenuhan syaral selisih perolehan suara inaupun tenggai
waktu pendaftaran permohonan ke MK
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Dalam sidang pendahuluan, Pemohon PHP Kabupaten ToIikara John Tabo dan Barnabas Weya menyampaikan
bahwa selisih suara antara Pemohon PHP Kabupaien Tollkara dengan paslon peraih suara Ierbanyak me Iebihi batas
matsima1 2%. Namun. pemohon mendalilkan bahwa Iumlah tersebut be meda dan hasil perhitungan yang dilakukan
Dieh 11m Pemohon dimana seharusnya pemohon mein peroleh suara Ierbanyak. Hal serupa juga disampaikan Dieh
Pemohon perkara PHP Kada Kepulauan Sangihe, pasangan HITonimus Rompas Makagansa dan Fransiscus Slangen
yang meyakini bahwa telah tenadi berbagai pelanggaran yang didukung dengan keberpihakan dari KPU Kepulauan
Sangihe sehingga seiisih perolehan suara antara Pemohon dengan paslon peraih suara Ierbanyak meIebihi batas
in aksimum 2%

Sedangkan Pemohon perkara PHP Kada Kabupaien Buru, yaitu Bakir Lumbessy dan Amarullah Madani Herilihu
mendalilkan adanya penggelembungan suara pada saat PIlkada yang dilakukan secara Ierstrukiur. sislematis dan
masif. Sementara itu gugatan rekapiiulasiierhadap hasil Feinilihan Kabupaten Sarini dialukan o1eh 1/9a pasangan
calon yailu Mesak Manib. r dan Sholeh (Paslon 2), A1bertus Surlyno dan Adrian Roisenis (Paslon 3) sada Demianus
Kyeuw-Kyeuw dan Musriadi(Paslon 4) Salah satu sumber gugatan tersebut adalah adanya perbedaan antara Datar
Pemilih Telap (DPD yang dipergunakan pada 15 Februari 20.7 dengan DPT yang dipleno Termohon pada 13
Desember 20.6
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Persidangan tahap kedua untuk mendengarkan jawaban Termohon dan PIhak Terkail dilaksanakan pada Senin (2013)
hingga Selasa (2113) KPUD yang menjadi para Termohon pada perkara PHP Kada telah menjelaskan keputusan
penelapan hasil pilkada of daerah masing-masing sekaligus menjawab daiil-dalil para Pemohon alas dugaan berbagai
pelanggaran yang ledadi selama pelaksanaan pilkada seientak 2017. Begiiu pula dengan PIhak Terkait yang
merupakan pasangan calon yang dilelapkan sebagai peraih suara terbanyak pada pilkada serentak, akan
menyampaikan keierangan Ierhadap semua Iuduhan yang dilayangkan Dieh para Pemohon

Dalam sidang Ianjutan tersebui. KPU Kabupaien Sarini menegaskan bahwa Pemohon lidak memillki kedudukan
hukum untuk mengalukan permohonan perkara PHP ke MK. Sebab. menurut Termohon, Pemohon lidak memenuhi
am bang batas selisih suara yang ditentukan daiam undang-undang. Selain Itu. KPU Kabupalen Sarini menyaiakan
obyek perkara yang did alilkan pemohon dalam permohonannya bukanlah obyek sengketa pilkada

Sementara Itu. pihak termohon dalam Pilkada Kepulauan Sangihe 2017 me in bantah dalil Pemohon bahwa Termohon
meIakukan 11ndakan pelanggaran secara telstruktur, SISlematis dan masif (TSM). Termohon juga menanggapi dalil
yang menyaiakan termohon lidak menggunakan data yang benar dalam menetapkan Datar Pemilih Tetap (DPT).
dengan menyatakan bahwa daiil yang diajukan Pemohon hanya did asarkan pada asumsi belaka. INina A1
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